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PENETAPAN
Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah
yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX No HP. XXXX tempat dan tanggal lahir, Sijunjung 10-
01-1971/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Dharmasraya, Sebagai Pemohon I;

PEMOHON I, NIK XXXX, No HP . XXXX tempat dan tanggal lahir, Ampang

Kuranji, 10-10-1973/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Dharmasraya, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dengan permohonannya tanggal 18
Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau
Punjung dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 18
November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (ltsbat

Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara syari'at Islam pada tanggal 24-03-1995 di Masjid Baiturrahman, di

Kabupaten Dharmasraya. Yang menikahkan Petugas P3NTR/Penghulu
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bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon Il adalah ayah Kandung
Pemohon Il yang bernama WALI NIKAH dengan saksi-saksi bernama
SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.5.000.00 (lima
ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon I,
Pemohon | dan Pemohon Il masing-masing berstatus Duda Cerai hidup dan
mempunyai akta cerai dan Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut,
antara Pemohon | dan Pemohon Il telah menyelesaikan semua persyaratan
nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya
surat keterangan nikah pada saat itu;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il membina
rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II, sudah
dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

5.1.ANAK 1 Laki-laki, Ampang Kuranji, 12-01-1996;

5.2.ANAK 2., Laki-laki, Sawahlunto Sijunjung, 07-04-1999;

5.3 ANAK 3, Laki-laki, Sawahlunto Sijunjung, 30-08-2003;

6. Bahwa selama Pemohon | dengan Pemohon II membina rumah
tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak
ada isteri lain Pemohon | selain Pemohon Il sebaliknya tidak ada suami lain

Pemohon Il selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il dalam melaksanakan
perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari’at
Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan
perkawinan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan

sighat taklik talak dari Pemohon | kepada Pemohon Il;
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9. Bahwa agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi

secara hukum, maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti

resmi dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II tersebut, selain itu

Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud akan mengurus keperluan sekolah

anak Pemohon | dan Pemohon IlI, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan

lain bagi Pemohon | dengan Pemohon Il selain memohon Penetapan

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon | dengan

Pemohon Il mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon

| dengan Pemohon Il lakukan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon | dan

Pemohon Il dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar

segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan
Pemohon | dan Pemohon I, serta memberikan penetapan dengan amar
sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon Il (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 24
Maret 1995 di Masjid Pemohon Il, di Jorong Lubuk Agam Kenagarian
Ampang Kuranji., Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebankan kepada Pemohon | dengan Pemohon 1l biaya
perkara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari
guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan
keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan
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nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat
Keterangan Panitera  Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor
121/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 3 Desember ber 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan
perkara ini Pemohon | dan Pemohon Il (untuk selanjutnya disebut Pemohon
kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon | dan Pemohon Il) telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan
terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
datang secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan
pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama
kecamatan sesuai dengan wilayah dimana Pemohon menikah dulu, akan tetapi
Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan
permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, pada sidang
agenda pembuktian Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum pada berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang
diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49
ayat (1) huruf (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7
angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut
Peradilan Agama;
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Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten
Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda
penduduk serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di
dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti
alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau
Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku Il Edisi Revisi 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai
Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan
Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat
belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk
mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan
pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara
ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara
permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai
dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan
Pemohon ini adalah bahwa Pemohon meminta pengesahan nikah dengan
alasan atau dalil-dalil bahwa :

o Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara syari'at Islam pada tanggal 24-03-1995 di Masjid Baiturrahman, di
Kabupaten Dharmasraya Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan
bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon Il adalah ayah Kandung
Pemohon Il yang bernama WALI NIKAH dengan saksi-saksi bernama
SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 5.000;
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o Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon I,
Pemohon | dan Pemohon II masing-masing berstatus duda cerai dan
Perawan;

o Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut,
antara Pemohon | dan Pemohon Il telah menyelesaikan semua persyaratan
nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya
surat keterangan nikah pada saat itu;

¢ Bahwa selama Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri
lain Pemohon | selain Pemohon Il sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon
Il selain Pemohon I;

o Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon |l dalam
melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan
menurut syari‘at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk
dilangsungkan perkawinan tersebut;

o Bahwa agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi
secara hukum, maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti
resmi dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut, selain itu
Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud akan mengurus keperluan
mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon I, untuk keperluan
tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon | dengan Pemohon Il selain
memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Pemohon tidak hadir,
dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak
terbukti, olehnya itu permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il
sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh
Mirwan, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dibantu oleh Aris Putra, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

TTD
Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Aris Putra, S.H.l.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran
Rp 30.000,00
2. Biaya ATK
Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan
Rp 200.000,00
4, Biaya PNBP Panggilan
Rp 20.000,00
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5. Redaksi
Rp 10.000,00
6. Meterai
Rp 6.000,00
Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);
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